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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR; G/.;J38 /B.V/HK/2014
 

l'ENl'ANG
 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN l'INDAKAN YANG MENGAKIBAl'KAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMENj, PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAl' PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPMj,
 
BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 

(APBNj/DEKONSENl'RASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 
SEKREl'ARIAl' DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

l'AHUN ANGGARAN 2014
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang 3.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kclancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)jDekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Biro 
Administrasi Pembangunan Sckrctariat Daerah Provinsi 
La mpung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas rnelakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja [Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Peri rrtah membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara 
(APBNljDekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi 
fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai 
dengan Doku men Isian Pelakaanaan Anggaran (DIPA), 
Reneana Kerja dan Anggaran Kementcrtan NegarajLembaga 
(RKA-KL) yang bcreangkutan. 

b.	 bahwa PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
Pangkatj Golongan scbagairnana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cak.ap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjukjdiangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas mela.kukan tindakan yang mcngakibatkan 
pcngetuaran Anggaran Betanja (Pcjabat Pembuat Komitmen], 
Pejaba.t yang bcrwcnang menguji dan menandatangani Surat 
Per-intah Membayar (Pejabat SPM), Bcndahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)j 
Dekcnsentr-asi Tahun Anggaran 2014; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tcrscbut di alas, agar pelaksanaannya dapat berja.lan ter tib , 
dipandang perlu menunjukjmengangkat Kuasa Pengguna 
anggaran, Pejabat yang bcrtugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengelueran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat KomitmenJ, Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Sural Perintah Membayar [Pejabat SPM), 
Beridahar-a Perigetuar-an Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Ncgara (APBN)jDekonsentrasi pada Biro Adrninistrasi 
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Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan 
Daerah sebagaimana telah bebera.pa kali diu bah, ter-akhir 
dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemet-intahan Daer-ah Provinsi, dan Pemerin tahan Daerah 
KabupatenjKota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

6.	 Peruturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Ta.takerja Sekretariar Daerah Provinsi 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daet-ah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 

Memperhatikan:	 Per-attn-an Direktur Jenderal Perbendaharaan Dcpartcmcn 
Keuangan Nemer: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayar'an Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBNj/DEKONSENTRASI PADA BIRO 
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014. 

KESATU	 Menunjuk PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
PangkatjGolongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 
7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pejabat yang bertugas rr.elakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja {pejabat Pembuat Komitmen], 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Stir-at 
Perintah Mernbayar (pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran 
dengan nama programjkegiatan sebagaimana tercantum dalam 
kolom 4 Larnpira.n Keputusan ini. 

KEDUA	 Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
we we nang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dari scgi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kcmcntcrian NegarajLembaga (RKA-KL) yang 



KETIGA 

KEEMPAT 

bersangku tan; 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pacta bulan yang lalu; 

d. menyampaikari laporan bulanan selarnbat-Iarnbatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-Iambatnya 1 [satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mcngadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuanjpencatatan secara tcrttb dan 
teratur schingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibua.tnya tidak melarnpaui batas 
anggaran yang telah tersedia dalarn tolok ukur atau jenis 
pcngeluaran; 

2.	 jumlah uang/dana yang rnasih tereedia; 
3.	 keadaanyperkernbangan kegiatan balk fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelakaana.an. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan 
kontrak / spesifikasi tekrris ; 

1.	 rnernbuat evaluasi dan Iapor-an pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, Iisik , dan sasaran fungsional 
sclambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan scleeai dan 
1 (satu] bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 mernbuat Bet-ita Acar-a scrah teri rna kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Dacrah Sckrctariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila rnenyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pernerintah Dacrah. 

Pejabat Pernbuat Kornitmen bertugas untuk rnelakukan tindakan 
yang rnengakibatkan pcngcluaran Anggaran Bclanja seper-ti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Perrnintaan 
Pernbayar-an (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan rnenandatangani Sur-at 
Perintah Mernbayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban rnelakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 
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KELIMA
 

~. KEENAM 

KETUJUH 

Bendahara Pengeluaran mempunvai tugas mclaksanakan 
kebendaharaan pc.aksanaan anggaran bclan]a, menerima, 
meriyimpan , menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Satuan Kerja serta : 
a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan seeara tertib dan 

teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9 II968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umurn dan eara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217/ KMK.03 II990 tanggal 22 Februari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523jKMK.03j 2000 
tangga1 14 Desember 2000 tentang 'Tate Cara Penganggaran, 
Penya1uran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pe1aksanaan Dekonsentrasi; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menY1..1s1..1n dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru 1a1u; 

d. menyclcnggarakan pencataLan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui : 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bcrtugas me1akukan tindakan yang 
mcngakibatkan pengeluaran Anggaran Be lanja (Pejabat 
Pembuat Kcrnitmen}, dan Pejaba.t yang bcrwenang menguji 
dan menandaLangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur arau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uang/dana yang masih ter-sedia; 
3.	 keadaanj perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan: 
4.	 perbandingan an tara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan 

Kep ala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugaanya berkewajiban mengkoordinasikan pe1aksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
Pembina sehari-harl kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Mende1egasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pcmbuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi pada Biro 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Guberriur kepada 
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Provinai Lampung. 
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Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas
 
melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran Anggaran
 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang
 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat
 
SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen
 
Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang
 
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah
 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas
 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran
 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang
 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat
 
SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana
 
ditetapkan dan te rcanturn dalam Lampiran Keputusan ini.
 

Keputusan ini rrrulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 
dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di 
kemudian har-i ternyata terdapat kckcliruan dalam Kcputusan in i 
akan diadakan pembettrlan sebagaimana mes tinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pacta tan al;< I - ~ -~CJI'F 

GUBER R LA UNG, 

/ 

SJACHRMc\nJ 

Tembusan: 
1.	 Ketua BPK RI di Jakarta; 
2.	 Menter! Dalam Negen RI di Jakarta; 
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 

'-- 4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 KepaIa Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinsi Lampung di Bandar Larnpung;
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
7.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di TeIukbetung; 
8.	 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
10.	 Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung: 
II.	 Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung: 
12.	 Direktur Utama PT Bank Lempung di Telukbetung; 

Research
Rectangle
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LAMPmAN	 KEPUTUSAN (;IIBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : G~$!G.V/IIK/2014 
TANG GAL ,;q - 3 - 20[4 

DAFTAR NAr>..J.J\ _NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KlJASA PENGGUNA ANGGARAR PEJA8ATYANG MELAKUKAN T1NDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN I3ELAN.lA (PEJAGAT PEMBUAT KOHITI\1EN). PEJABAT YANG I3ER\\.'ENANG MENGUll DAN MENANDATANG ANI SURAl" PERINT/\H MEM8AYArt 

(PEJAGAT SPM), BENDAHARA I'ENGELUARAN APBNlDF.KONSENTRASI PAOA BIRO AD1I.HN\STRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN ANGGARAN 2014 

SURAl 
rENGESAHAN 
DArTAR ISIAN 
rELAKSANAAN 

NO. 

ANGGAR.'\N 
2I 

I] I0.06.3.129095/2 
014 
05-12-2013 

I 

0IU.U6.J.129095/2 
01] 
05-12-2013 

1.1. 

,, 
010.05,3.129235/2 
OD 
05-12·2013 

1.1.1 

I I 

PROGRAM	 DANA (Rp)KOO[ lI 
KEGIATANSATKER 

] 5 
5Sf).OOO.!JOO,­(010) 

(06) 
() Z) 

( 129(95) 

Program Bina 5S0.000.QOO,­010JJ6.06 
Pcmbangunan
 
Dacrah
 

I 

MursahruAR, SE
 

256
 
550.000000,-Dukungan Nurmalena. SJ-l 010.06.06.1 

:-.JIP. i46SClD0198802 I 001 Manajerrien dan Nip.19601117198J03 
P~n<l\a(lIl/c)Dukungan Teknis 2004 

Lamnya ditjcn Pembina Urama Muda J
~ Gina Bangda (IVlbj 

PEJABAT YANG 
KUASA PENGGUNA PHAB.AT PEMBlJAT BERWENANG 

ANGGARAN KOMITMEN MENGUJI DAN 
I\lEN!\NDATANGANI 

SPM 
4 6 7 8 
- Hi. Chandri, SH 

NIP. 1%00109 198603 1005 - -
Pembina Utarna Muda 

Kopala Biro Administrasi 
Pernbaugunan Sekrctariat Daerah 

l'rovinsi Lampung, 

11i, Chandri. SH 
NIP. 19600109 19860) I 005 -

Pembina Umma Muda 
Kopala Giro Administrasi 

Pcrnbangunan Sckrecariar Oaerah 
Provinsi Lampung 

Hi, Chandri, SH 
NIl' I<)6Q0109 198603 1005 

Pembina Utama Muda 
Kcpala Biro Adrninistrasi 

Pembangunan Sekrctariac Dacrah 
Provinsi Lampung	 

I 

BENDAllARA KETERANGAN 
PENGELU.ARAN 

9 10 
Giro 

- Administrasi 
Pcmbangunan 
Sckretariar 
Daerah Provinsi 
Lampung , 
IJilo 
AUlllin;Slra.~i 

Pcrnbangunan 
S~lrclarim 

Dacrah Provmsi 
Lampung 

Vina Perdanasan, sIr Giro 
NIP. 1986!2:1.12007 Adminisrrasi 

200) Pcmbangunan 
Penara Muda Ttngkat I Sekrctarjat 

(Ill/b) Daerah Provinsi 

I Lampung. 

// 

" I 
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